BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR: 49§ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembayaran

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Batang
Hari Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang
Hari Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Batang Harl.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1256 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang...



admin
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10.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20035 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan...
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15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310});

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi {Lembaran Dacrah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor
8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 67 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Batang Hari (Berita Acara Daerah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2018 Nomor 68).

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

23/PER/M.KOMINFQO /04 /2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan
Telekomunikasi;

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

O1/PER/M/KOMIFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan
Jaringan Komunikasi;

3. Peraturan .....




3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

27 /PER/M.KOMINFG/12/2010 tentang Pengalihan
Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi diBidang
Komunikasi dan Informatika;

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal Nomor
18 Tahun 2009, Nomor O07/PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009
Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikasi;

5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ.6/21 Maret
Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Bangunan Khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 67 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG HARI.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 67
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Batang Hari (Berita
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 68}, diubah sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada
Bendahara  penerimnaan atau petugas penerimaan  pembayaran
berdasarkan SKRDPMT.

{2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal vang tercantum
dalam SKRD yang diterima.

(3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah
melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda
bukti pembayaran berupa SSRD.

(4) Apabila.....




{4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan
adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan

diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy
transfer.

(5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam harus menyetor uang
retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.

(6) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. apabila melebihi 3 (uga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu)
bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas

tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui
Kepala Dinas Kominfo;

b. apabila melebihi 1 (satu)j bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga)
@ bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan yang dilakukan
dengan berita acara serah terima; dan

c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan
belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri
atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus
dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk
ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang
Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
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Diundangkan di : Muara Bulian >/
Pada tanggal 2 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI )

.






